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LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan
masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem
penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan
masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan.
Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan
pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka
disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini
memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam
penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9
(sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta
konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui kualitas pelayanan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu penyedia layanan publik
di Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat
tentang penilaian pengguna layanan publik yang berpedoman pada Peraturan Menteri
PANRB No. 14 Tahun 2017. Hasil SKM diharapkan dapat memberikan data dan informasi
tentang tingkat kepuasan masyarakat. Metode pengukuran dilakukan secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat masyarakat/pengguna layanan sehingga didapatkan kualitas data
yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi
penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas
pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan
dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

e Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.




Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu
dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang
perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.
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BAB I

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksanaan SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan membentuk tim
pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan
Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
adalah pejabat dan pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Selatan.

2.2Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna
layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner
SKM Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan
suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis
pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan
masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai
alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,
proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan
prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).




layanan berbasis media daring dengan pengukuran unsur E-Service. E-Service merupakan
pelayanan berbasis media daring yang mencakup interaktivitas dan personalisasi, kualitas
informasi, kualitas bantuan, kemudahan penggunaan, fungsi situs/aplikasi, privasi dan
keamanan data.

2.3Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu
jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuisioner dilakukan sendiri oleh responden
sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
Dengan cara ini, penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit
pelayanan yang bersangkutan.

2.4Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu 1 tahun pada tahun 2025. Penyusunan
indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian
sebagai berikut:

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari Kerja
1. Persiapan 28 Pebruari — 31 19

Maret 2025
2. Pengumpulan Data 1 April — 22 180

Desember 2025

3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil 1 Januari — 16 10
Januari 2026

4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil 17 — 20 Januari 2026 2

2.5Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima
layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan periode survei
sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025 maka populasi
penerima layanan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Selatan dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 248 (dua ratus empat
puluh delapan) orang. Selanjutnya, responden dipilih secara acak dari setiap jenis layanan
besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie dan Morgan.
Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden SKM adalah 101
(serratus satu) orang.
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HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang
diperoleh yaitu 159 (serratus lima puluh sembilan) orang responden, dengan rincian sebagai

berikut :
NO | KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH | PERSENTASE
1 | JENIS KELAMIN | LAKI 106 66,67%
PEREMPUAN 53 33,33%
2 | PENDIDIKAN DI BAWAH SLTA/ SEDERAJAT 19 11,95%
DI/DII/DII 26 16,35%
DIV/S1 84 52,83%
S2/S3 30 18,87%
3 | PEKERJAAN ASN 13 8,18%
ASN/TNI/POLRI 144 90,57%
TNI/POLRI 1 0,63%
PPNPN 1 0,63%
4 | JENIS LAYANAN | PENGAJUAN NO REGISTER 13 8,18%
HIBAH LANGSUNG DARI DALAM
NEGERI
PENGESAHAN REVISI DIPA 124 77,99%
KEMENTERIAN/LEMBAGA DI
DAERAH
PERSETUJUAN PEMBERIAN TUP 7 4,40%
DALAM HAL TUP SEBELUMNYA
BELUM DIPERTANGGUNG-
JAWABKAN SELURUHNYA
DAN/ATAU BELUM DISETOR
PERSETUJUAN PEMBERIAN UP 2 1,26%
YANG MELAMPAUI BESARAN
DALAM PERATURAN
PELAKSANAN APBN
PERSETUJUAN PENETAPAN MP 13 8,18%
PNBP TIDAK TERPUSAT PADA
SATUAN KERJA
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3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)
Pengolahan data SKM menggunakan Ms Excel dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan

ul u2 u3 u4 us u6 u7 us U9 u10

Lf]'\s"ur PeT 487 480 488 484 48 490 491 484 485 485
Kategori A A A A A A A A A A
:_}J(nFi’:'/IKM (4,86 skala 5)

97,28 (A atau Sangat Baik)
Layanan

IKM
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Selatan
s.d Triwulan IV Tahun 2025

4,92 4,91

4,90

4,88

4,86

4,84

| | |
4,80

R 6@0 (_)Q, o ’S{,_Q) <3 «s\\ ‘o é&((—} &’b ,bb" ,Z;\Q ?}Q\(,e
QQJ‘L’A < <\°§"b ) %o@Q < Qe,°°° ° <
N2

Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Inklusivitas

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
s.d Triwulan IV Tahun 2025

) Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada . . .
L pelayanan di imbalan pungutan Tidak ada Indeks
diskriminasi ; -
luar prosedur/ uang/barang liar pencaloan Inklusivitas
pelayanan - .
kecurangan [fasilitas (pungli)
Indeks er
P 4,90 4,91 4,91 4,91 4,91
unsur 4,85
| IPAK | 4,91
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BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :
1. Unsur Sarana yang mendapatkan nilai 4,85, Pengaduan dengan nilai 4,84, dan Tarif
dengan nilai 4,84 merupakan tiga unsur terendabh;
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku mendapatkan nilai
4,91, Kompetensi mendapatkan nilai 4,90, dan unsur Prosedur mendapatkan nilai 4,89;
3. Sementara nilai unsur e-Service mendapatkan nilai 4,85 setara dan masuk kriteria nilai
terendah.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui
berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi
perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai
berikut :

1. “Mungkin yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan tempat parkir kendaraan jika
yang menggunakan pelayanan langsung”.

2. “Sekedar saran, disediakan no telp/wa (bukan no pribadi) yg berfungsi sebagai
layanan online khusus (seperti hai.djpb) tapi dalam lingkup yg lebih kecil, sehingga
satker tidak perlu khawatir ketika ada penggantian PIC K/L”.

3. “Perlu meningkatkan pelayanan secara elektronik dan setiap konfirmasi untuk bisa
ditanggapi”

4. “Terkadang ada miskomunikasi, tetapi keseluruhan layanan sudah baik. terimakasih”

5. “Mungkin pada saat moment hectic/banyak revisi sarker perlu ada hotline saat hari
libur”

6. “Akan sangat membantu apabila ada tersedia layanan melalui call center”

7. “Mohon diadakan Bimtek apabila ada pembaharuan dalam penggunaan Aplikasi yg
menjadi wewenang Kanwil”

8. “Mungkin validasi di level unit satker bisa dipertimbangkan terkait wewenangnya pada
revisi tingkat satker”

9. “Lebih banyak diadakan sosialisasi Peraturan baru terkait dengan Perbendaharaan
dan Aplikasi yang semakin Update”

10. “Jaringan Free Wifi, Scan dan Print untuk layanan offline”

11. “Petugas pelayanan terlalu sering berganti. Seringkali petugas pelayanan yang baru
belum begitu memahami mengenai tata cara revisi dipa atau sejenisnya. Kompetensi
petugas pelayanan juga masih agak kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Selain itu
beberapa kali agak sulit untuk berkomunikasi secara langsung khususnya via
telepon.Untuk tatap muka agak sulit karena posisi satker agak jauh dan berarti harus
meninggalkan kantor. komunikasi via whatsapp terkadang juga sulit karena ada
beberapa hal yang terlalu panjang atau terlalu detil untuk dapat dijelaskan atau
ditanyakan melalui chat”

12. “Masukan kepada koneksi ke Aplikasi SAKTI terhadap pengguna saat hari
sibuk/padat dapat ditingkatkan agar tidak mengalami lag atau galat. Hal tersebut
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13.

14.
15.

16.
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terjadi beberapa bulan yang lalu namun saat ini koneksi pengguna telah jauh lebih
baik”

“layanan yang ada sudah melampaui standar pelayanan, perlu juga memperhatikan
psikologi dari interaksi yang kadang tidak terbaca”

“peremajaan terkait fasilitas sarana prasarana seperti toilet”

“saran untuk penggunaan anggaran yg bersumber dari PNBP, batas terakhir
pengajuan TUP tanggal 3 Desember, batas terakhir GUP tanggal 5 Desember, kasus
di satker kami : 20 persen penerimaan PNBP terjadi pada bulan Desember,
pengajuan MP PNBP tahap 3 yaitu sesuai proporsi penerimaan. yang artinya kami
hanya bisa merealisasikan anggaran PNBP sebesar 80% karena untuk pemenuhan
target 100% dan untuk mendapatkan persetujuan MP PNBP tahap 3 terjadi pada akhir
Desember. Saran kami : kembalikan aturan untuk MP PNBP tahap 3 dengan syarat
setoran minimal 80 % dan realisasi anggaran sebesar 60 %. aduhhhh ini enak nya
sebenarnya hgomong langsung karena sulit untuk diungkapkan lewat ketikan”
“Petugas layanan diharapkan mendapatkan pelatihan berkelanjutan terkait regulasi
terbaru, teknologi informasi, dan pelayanan publik agar mampu memberikan solusi
yang cepat, tepat, dan komunikatif kepada satuan kerja”

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan

sebagai berikut :

il

9.

10.

Fasilitas tempat parkir baik kendaraan roda dua (R-2) maupun kendaraan roda empat
(R-4) memang belum tersedia secara memadai dari sisi luas area, kebersihan dan
akses.

Sarana komunikasi mandiri yang efektif mempertimbangkan kecenderungan
pengguna layanan lebih sering menggunakan kontak personal PIC K/L pada Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, selain melalui telepon resmi kantor, email resmi
kantor, dan Hai-CSO.

Pengguna layanan belum terbiasa menggunakan layanan Contact Center Hai-DJPb
dan Hai Call 14090.

Pembaharuan kebijakan dan teknis perbendaharaan belum dilakukan sosialisasi dan
bimtek secara intensif.

Peningkatan peralatan TIK dan akses internet untuk mendukung layanan dan
kenyamanan pengguna layanan.

Kompetensi petugas baru yang belum siap dalam memberikan layanan konsultasi dan
bimbingan teknis.

Keandalan dan aksesibilitas aplikasi pendukung layanan perlu ditingkatkan agar
pengguna layanan mendapatkan kemudahan.

Kenyamanan fasilitas toilet perlu ditingkatkan dan diperhatikan dari sisi fungsi dan
kebersihan.

Keramahan dan standar layanan yang diberikan petugas layanan agar dipantau,
dievaluasi, dan diberikan pelatihan.

Diperlukan forum diskusi untuk mengakomodir masukan pengguna layanan terkait
peraturan dan kebijakan

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun
pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini




dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Dialog Kinerja
Organisasi secara periodik dan Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna
layanan pada tanggal 30 Juli 2025 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan
direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan),
jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari
24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Penanggung

Waktu
Jawab

Prioritas Rencana Aksi Jangka Jangka

. Jangka Pendek Menengah )
* P
Unsur (Kegiatan/Program) (Tahun berjalan) (125.d24 anjang
(> 24 bulan)
bulan)

TWI TWII TWIIl TW IV

1 Sarpras  Pengaturan dan penataan \ \ \ Bagian
parkir kendaraan pegawai Umum
dan pengguna layanan

2 Prosedur Penyediaan dan \ S V' Bidang PPA |
pengaturan saluran dan Bidang
konsultasi melalui media SKKI
telepon atau WA serta
sosialisasi contact center
Hai-CSO, Hai-DJPb, dan
Hai-Call

3 Pengaduan Melakukan monitoring dan \ \ V' Bidang SKKI
evaluasi terhadap saran
dan masukan dan
memberikan informasi
teraktual pada grup satuan
kerja.

4 Produk Pemberdayaan UMKM \ Bidang PPA
dengan mendorong Il
inovasi dan diversifikasi
produk, serta adopsi
teknologi dalam
pemasaran

5 Sarpras Himbauan berupa S Bagian
pengelolaan sampah Umum
plastik dan botol bekas
yang ditujukan kepada
stakeholder.

6 Jangka Merumuskan kompensasi \ Bidang PPA |

waktu layanan yang dapat
diberikan secara lisan
maupun tertulis, dan
penyelesaian serta tindak
lanjut layanan yang lebih
cepat dari norma waktu
normal.
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7 Prosedur Publikasi tata cara atau \ \ Bidang PPA |
prosedur terkait dengan
mekanisme pengajuan
konsultasi baik secara
offline maupun online yang
dapat disebarluaskan dan
diakses oleh stakeholder
melalui media sosial dan
website resmi

8 Prosedur Sosialisasi /[pendampingan \ \ Bidang PPA |
terhadap pengguna dan Kanwil
layanan Aplikasi Coretax DJP
melalui kolaborasi dan Kalselteng
sinergi dengan instansi
perpajakan

9 Sarpras Melakukan koordinasi dan \ Bidang SKKI

dan e-sosialisasi dengan

Service stakeholders terkait

Security awareness

10 Produk Membuat analisa/kajian \ Bidang PPA
terkait dengan potensi Il
PNBP sebagai bahan
pertimbangan serta
dukungan teknis untuk
memaksimalkan potensi
PNBP tersebut.

11 Produk  Optimalisasi metode \ Bidang PPA |
cashless
Memberikan pemahaman
terhadap vendor sebagai
persiapan pembayaran

cashless

12 Sarpras Penyediaan peralatan TIK \ Bagian
dan akses internet pada Umum
ruang layanan

13 KompetensiPeningkatan kompetensi \ S V' Bidang PPA |

pegawai yang baru
ditempatkan pada ruang
layanan melalui mentoring
dan transfer knowledge
14 Prosedur Pengujian keandalan dan \/ V' Bidang SKKI
aksesibilitas aplikasi
pendukung layanan dan
koordinasi dengan Dit.

SITP
15 Sarpras  Rehabilitasi Toilet pada \ \ Bagian
ruang layanan Umum
16 KompetensiEvaluasi dan peningkatan \ v Bidang SKKI

kompetensi serta standar
petugas layanan

17 Prosedur Forum diskusi kebijakan, S V' Bidang SKKI
peraturan dan proses Bidang PPA |
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bisnis dengan pengguana
layanan dan pemangku
kepentingan

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat
perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan
survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk
melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan
pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan
public yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari
penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat melalui grafik
berikut:

Nilai SKM Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2025

98,00 97,28
97,00
96,00
95,00
94,00
93,00
92,00
91,00
90,00
89,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

— KM

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan
publik yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Selatan dari tahun 2020 hingga 2025 mengalami peningkatan kualitas.
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BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama periode

2025 mulai Januari hingga Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan pelayanan publik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Selatan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang A
(Sangat Baik) dengan nilai SKM 97,28. Disamping itu, nilai SKM Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan
konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020
hingga 2025.

Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu
unsur sarana, pengaduan, dan tarif.

Unsur sarana yang menjadi prioritas yaitu terkait ketersediaan tempat parkir pengguna
layanan, kenyamanan fasilitas toilet, sarana pendukung e-Service, sarana TIK dan
akses internet pendukung layanan, serta pengelolaan sampah daur ulang.

Untuk unsur pengaduan meliputi pemantauan pengaduan dan pemberian kompensasi
layanan, serta mendukung unsur prosedur dan persyaratan meliputi layanan helpdesk,
konsultasi, dan bimtek melalui penguatan saluran komunikasi efektif, publikasi contact
center, dan sosialisasi/bimtek seputar pengelolaan perbendaharaan.

Unsur kompetensi meskipun mendapatkan nilai yang sangat baik, namun perlu ada
perbaikan dalam hal transfer knowledge bagi pegawai baru yang ditempatkan pada
layanan perbendaharaan.

Untuk menunjang kemudahan prosedur dan kualitas kebijakan, peraturan dan proses
bisnis perlu dilaksanakan forum diskusi kebijakan, peraturan dan proses bisnis dengan
pengguana layanan dan pemangku kepentingan.

Selain terkait hal yang berhubungan langsung dengan pelayanan, juga diperlukan
rencana aksi untuk peningkatan kinerja dan program yang mendukung layanan dan
tugas fungsi strategis Kanwil DJPb provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya
pemberdayaan UMKM, dukungan implementasi cashless society, penguatan security
awareness, dan optimalisasi PNBP.

Selanjutnya terkait unsur dengan nilai tertinggi diperlukan upaya memelihara dan
meningkatkan sumber daya manuasia dari sisi kompetensi dan perilaku dalam
memberikan layanan serta reviu proses bisnis untuk menjaga kualitas penyelesaian
produk layanan.

Banjarmasin 20 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
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LAMPIRAN

1. Kuesioner

Survei Kepuasan Pengguna Layanan

R —

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

* Required

Jenis Layanan

Pada bagian ini, Anda diminta untuk memilih layanan yang Anda terima

Kapan terakhir kali Anda menerima Layanan ini ? *
() Hari ini

() Kemarin

@ 2 - 5 hari yang lalu

() lebih dari 5 hari yang lalu

Layanan yang Anda Terima *

2. Hasil Olah Data SKM

Jenis Pendid Pekerjaa Kemud Kemud Ketep Biaya/ Kesesu Kompe Peril Media Sara  E_SER
Kelami ikan n ELED ELED atan Tarif EIED tensi ELU Penga ] VIVE
n Persyar Prosed | Waktu (ua) Produk Petuga Petu duan (U9) Umum
atan ur ((VE)) denga s gas (us) (U10)
(U1) (U2) n (ue) (U7)
Standa
r
(US)
Laki- | py g1 | TNI/POLR 4 5 4 4 4 4 4 5 4 | a8
Laki |
Laki -
£ D4 /S1 ASN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem | sy/s3 ASN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 500
puan
Laki - D
. D2/ ASN 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki
D3
Laki -
. D4 /S1 ASN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki
Laki -
Laki D4/S1 ASN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,86
taki- | ¢y /3 ASN 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki
Laki -
Laki D4/S1 ASN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Laki -
D | palst ASN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki -
S| parst ASN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki -
D | palst ASN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem | 451 ASN 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,57
puan
Perem | o5 /s3 ASN 5 5 5 5 5 5 5 5 5
puan
Perem | 451 ASN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
puan
<SMA
Laki - / ASN/TNI/
laki | Sedera | POLRI 3 3 3 3 > > 3 5 > 5,00
jat
<SMA
Laki - / ASN/TNI/
Laki Sedera POLRI g B 5 3 3 s X 5 5
jat
Laki - ASN/TNI/
T | parst oo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem ASN/TNI/
ouan | P4/S1 | Cpora 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4,57
Laki - ASN/TNI/
D | parst o 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4,57
Laki - ASN/TNI/
O I VA B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
D | parst oo 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
L MBS " 4 4 a4 5 4 5 5 a4 4 4,29
<SMA
Laki - / ASN/TNI/
Laki Sedera POLRI 3 2 2 2 2 2 2 2 2
jat
. D1/
Laki - ASN/TNI/
15 D2/ <X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D3
<SMA
Laki - / ASN/TNI/
Laki Sedera POLRI 3 3 3 3 > > 3 5 5,00
jat
Laki - ASN/TNI/
e n B W ks 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
<SMA
Laki - / ASN/TNI/
laki | Sedera | POLRI 4 4 “ 4 5 5 5 5 5 | 4n
jat
<SMA
Laki - / ASN/TNI/
Laki Sedera POLRI 2 B B ] 3 2 5 2 5 5,00
jat
<SMA
Perem / ASN/TNI/
puan Sedera POLRI 3 3 3 3 > > 3 5 > 220




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /51 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D1/
Laki - ASN/TNI/
Laki D2/ POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D3
Laki - ASN/TNI/
Laki D4/S1 POLRI 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4,00
Perem ASN/TNI/
- D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D1/
PRIEM o 1o s [EO G 5 5 5 5 5 5 5 5 4,71
puan POLRI
D3
Perem ASN/TNI/
puan S2/S3 POLRI 4 4 4 5 4 5 4 4 4
<SMA
Laki - / ASN/TNI/
Laki Sedera POLRI 2 3 & 4 2 p 3 5 3 200
jat
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D1/
Perem |} - g, 7 Jf [RASNATNY 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
puan POLRI
D3
Perem ASN/TNI/
SUET D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem ASN/TNI/
En D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
<SMA
Perem / ASN/TNI/
puan Sedera POLRI P 2 > . S 5 5 4 2 5,00
jat
Laki - ASN/TNI/
Laki S2/S3 POLRI 3 3 5 5 4 4 4 4 3
: D1/
Laki - ASN/TNI/
Laki D2/ POLRI 4 3 4 3 3 4 4 4 3,43
D3
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem ASN/TNI/
ouan | 24 /st | ShoR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D1/
Perem | oy | ASN/TNY 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
puan POLRI
D3
Perem ASN/TNI/
o D4 /S1 POLRI 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Laki - ASN/TNI/
Laki D4/S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem ASN/TNI/
puan S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /51 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
) D1/
Laki - ASN/TNI/
Laki D2/ POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D3
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
<SMA
Laki - / ASN/TNI/
Laki Sedera POLRI 3 4 3 4 > > 3 4 > 457
jat
Perem ASN/TNI/
o D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D1/
PR || SR a a4 a4 a4 4 4 a4 a4 4 4,00
puan POLRI
D3
Perem ASN/TNI/
uan S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4/S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem ASN/TNI/
En D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4/S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
) D1/
Laki - ASN/TNI/
Laki D2/ POLRI 4 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D3
Perem ASN/TNI/
DU D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /51 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D1/
o he e Sy < e 5 5 5 5 5 5 5 5 4,00
puan POLRI
D3
Perem ASN/TNI/
o~ D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4/S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
D1/
Laki - ASN/TNI/
i D2/ DOLR] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D3
Laki - ASN/TNI/
e | ROTE ] Ll 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
PO LV B 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D1/
Perem | 5y | ASNTNY 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
puan POLRI
D3
D1/
e Y I 5 5 5 5 5 5 5 5 4,36
puan POLRI
D3
<SMA
Laki - / ASN/TNI/
Laki Sedera POLRI b 3 2 1 ¢ i o i ] 5,00
jat
Laki - ASN/TNI/
T | parst oo 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4,71
Laki - ASN/TNI/
L Imbalisiale 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem | ¢y/s3 | PPNPN 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4,00
puan
Perem ASN/TNI/
ouan | 24751 | “pora 5 5 5 5 5 5 5 5 4,00
Laki - ASN/TNI/
O TV B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
: D1/
Laki - ASN/TNI/
o D2/ o 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4,43
D3
<SMA
Laki - / ASN/TNI/
Laki Sedera POLRI . . . . . . & ~ & LY
jat
Laki - ASN/TNI/
o BT o 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
<SMA
Perem / ASN/TNI/
puan Sedera POLRI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
jat
<SMA
Laki - / ASN/TNI/
Laki Sedera POLRI 3 > o S & 3 & 4 > %55
jat
Laki - ASN/TNI/
S| parst o 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem ASN/TNI/
van | 52753 | “howa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D1/
PeiE |y | ALY 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
puan POLRI
D3
Laki - ASN/TNI/
O TV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
O LTV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
P:J:? 15 Ai,\cl)/l.TR'\I“/ 2 3 5 5 5 5 5 5 5 | 500
Lfaklii_ i ASF"\(l)/LTR'\IH/ 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
_ <SMA
Lfaklli- Sed/era ASF”\C‘)/ITR,\IW 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
jat
Lfaklii_ R ASP'\:)/LTR’\:I/ 3 - 5 5 5 5 5 5 5 | 486
Pri::? D ASP’\(I)/LTR'\I“/ 2 z 5 5 5 5 5 5 5 | 500
Lfaklii_ R Aspl\cl)/LTR’]“/ 3 - 5 5 5 4 5 5 4 | 357
P:Jae: Da/s1 ASP'\(I)/LTR’\:I/ 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5,00
ki | paysy | AV g s s | s | s | s | s | s 500
Lfaktii- DA/ s, ASP'\(‘)/I:I-R,\IH/ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
P:J::] 2 ASP’\(l)/JR,\:I/ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
P:ur:rrwn R s ASF"\(‘)/JR,\:I/ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem Joarst [ AW s | s | s | s | s | s [ s | s | s | s
P;J::‘ S2/S3 ASP'\(')/LTR'\:'/ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
<SMA
P:Jae:‘ Sed/era As}"\(l)/ITRI\IH/ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
jat
Lfaklii- 22 a5 ASF"\IO/LTR’\:I/ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem Joarst [ AW s s | s | s | s | s [ s | s | s | s
Lfaklii_ D4/s1 ASPNO/I:I-RI\IH/ : 5 5 5 5 5 5 5 5 | 500
Ll.aaklii_ g; ; ASP’\(l)/I:rRl\Iu/ = > 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D3
el ENE (A L BN 1 B L R T L S TR B TR
Ll.aaklii_ D4/s1 Ai’\:)/LTRh:V 3 2 5 5 5 5 5 5 5 | 500
Lfaklii_ [D); ; Ai'\(l)/LTR’\:V 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D3
P:urz: ba/st ASP'\:)/LTR'\:I/ 3 = 5 5 5 5 5 5 5,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /51 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem ASN/TNI/
puan D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem ASN/TNI/
- D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem ASN/TNI/
- D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
) D1/
Laki - ASN/TNI/
Laki D2/ POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D3
D1/
e ey A A= 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
puan POLRI
D3
Laki - ASN/TNI/
Laki D4/S1 POLRI 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 4,57
D1/
from: sfmmg, o S RAS N PN 5 5 5 5 5 5 5 5 4,00
puan POLRI
D3
D1/
Perem 02/ ASN/TNI/ a 4 a a 4 4 5 4 4 5,00
puan POLRI
D3
D1/
Perert ]l D 2o [y et o 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
puan POLRI
D3
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5
<SMA
Laki - / ASN/TNI/
Laki Sedera POLRI 5 . 3 3 > 3 5 5 > 5,00
jat
Laki - ASN/TNI/
Laki S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
<SMA
Laki - 7/ ASN/TNI/
Laki Sedera POLRI 3 5 P P 5 P B 5 3 5,00
jat
Perem ASN/TNI/
puan D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4/S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem ASN/TNI/
o D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
D1/
Laki - ASN/TNI/
Laki D2/ POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D3
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4/S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem ASN/TNI/
dhan S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
) D1/
Laki - ASN/TNI/
Laki D2/ POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
D3
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4/S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem ASN/TNI/
iR D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
. D1/
Laki - ASN/TNI/
Laki D2/ POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,57
D3
Laki - ASN/TNI/
Laki S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /S1 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Laki - ASN/TNI/
Laki S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Perem ASN/TNI/
— S2/S3 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Laki - ASN/TNI/
Laki D4 /51 POLRI 5 5 5 5 5 5 5 5 5
<SMA
Laki - / ASN/TNI/
Laki Sedera POLRI 3 3 3 3 > > 3 5 >
jat
Nilai Rata-rata 159 4,87 4,89 4,88 4,84 4,86 4,90 4,91 481 | 485 | 4,85
Nilai Rata-Rata Tertimbang 0,4874 0,4887 0,4881 | 0,4843 0,4862 0,4899 01‘;9 0,4843 0:;8 0,4846
Nilai IKPL/SKM Skala 5 4,86
Nilai SKM Konversi 100 97,28




INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Nilai Rata-rata Per Unsur

4,86

UNSUR PELAYANAN Aktual Masyar'akat
Indeks Konversi|Mutu
1. ASPEK KEMUDAHAN PERSYARATAN 4,87 A
2. ASPEK KEMUDAHAN PROSEDUR 4,89 A
3. ASPEK KETEPATAN WAKTU 4,88 A
4. ASPEK BIAYA/ TARIF 4,84 A
5. ASPEK KESESUAIAN PRODUK DENGAN STANDAR 4,86 A
6. ASPEK KOMPETENSIPETUGAS 4,90 A
7. ASPEK PERILAKU PETUGAS 491 A
8. ASPEK MEDIA PENGADUAN 4,84 A
9. ASPEK SARANA 4,85 A
10. E-Service 4,85 A
_ _ ) Mutu Kinerja Unit
No. Nilai Interval (NI) Nilai Interval Konversi (NIK)
Pelayanan Pelayanan
1 1,0000 - 2,5990 25,00- 64,99 D Tidak Baik
2 2,6000 - 3,0640 65,00- 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 - 3,5320 76,61- 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,0000 88,31 - 100,00 A Sangat Baik
Jenis Pendidik Pekerjaan Tidak ada Tidak ada Tidak ada imbalan Tidak LIGE]S
Kelamin an diskrimin pelayanan diluar  uang/barang/fasili ada ada
asi prosedur/kecuran tas pungut pencalo
pelayanan gan an liar an
(pungli)
Laki - Laki D4 /S1 TNI/POLRI 4 5 4 4 4
Laki - Laki D4 /S1 ASN 5 5 5
Per:nmp” $2/53 ASN 5 5 5 5 5
Laki - Laki D éSDZ/ ASN 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN 5 5 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN 5 5 5 5 5)
Laki - Laki D4 /S1 ASN 5 5 5 5 5
Per::"p“ D4 /51 ASN 5 5 5 5 5
Per:nmp” $2/53 ASN 5 5 5 5 5
Per:nmp“ D4 /51 ASN 5 5 5 5 5
Laki - Laki SZjeMr:j ; . ASN/LTF:\:'/ PO 5 5 5 5 5




LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Jenis Pendidik Pekerjaan Tidak ada Tidak ada Tidak ada imbalan Tidak Tidak
Kelamin an diskrimin pelayanan diluar  uang/barang/fasili ELE] ELE]
asi prosedur/kecuran tas pungut pencalo
[ EVERED] gan an liar an
(pungli)
Lk ki | i b w| ASH/TNI/PD 5 5 5 5 5
Sederajat LRI
Laki - Laki D4 /S1 ASN/E;\:I/PO 5 5 5 5 5
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 4 4 4 a 4
an LRI
Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:I-'::I/PO 4 4 4 4 4
Laki - Laki S2/S3 ASN/E::I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:I-F'{\:I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /s1 ASN/I:I-;\:I/PO 4 4 4 4 4
Laki- Laki | S SMA/ | ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
Sederajat LRI
. .| D1/D2/ | ASN/TNI/PO
Laki - Laki D3 LRI 5 5 5 5 5
X X <SMA/ ASN/TNI/PO
Laki - Laki et LRI 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/I:[;\:I/PO 5 5 5 5 5
X X <SMA/ ASN/TNI/PO
Laki - Laki e LRI 4 5 5 5 5
. . <SMA/ ASN/TNI/PO
Laki - Laki Sederajat LRI 5 5 5 5 5
Perempu <SMA/ ASN/TNI/PO
an Sederajat LRI > > > > >
Laki - Laki D4/S1 ASN/JF'{\:I/PO 5 5 5 5 5
. .| D1/D2/ | ASN/TNI/PO
Laki - Laki D3 LRI 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /s1 ASN/II::I/PO 4 4 4 4 4
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Perempu | D1/D2/ | ASN/TNI/PO
an D3 LRI i > > i 3
Perempu 52/53 ASN/TNI/PO 4 4 5 5 5
an LRI
Loy A foSMA gasRiyEo 4 4 4 4 4
Sederajat LRI
Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:I-F:\:I/PO 5 5 5 5 5
Perempu | D1/D2/ | ASN/TNI/PO
an D3 LRI 4 4 4 X “
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Laki - Laki D4/S1 ASN/LF;\:I/PO 5 5 5 5 5]




LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Jenis Pendidik Pekerjaan Tidak ada Tidak ada Tidak ada imbalan Tidak Tidak
Kelamin an diskrimin pelayanan diluar  uang/barang/fasili ELE] ELE]
asi prosedur/kecuran tas pungut pencalo
[ EVERED] gan an liar an
(pungli)
Laki - Laki D4 /S1 ASN/II::I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /s1 ASN/LI'F:\:I/PO 5 5 5 5 5
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Perempu <SMA/ ASN/TNI/PO
an Sederajat LRI S i 2 : 2
Laki - Laki S2/S3 ASN/I:I-F:I/PO 5 5 5 5 5
: .| D1/D2/ | ASN/TNI/PO
Laki - Laki D3 LRI 4 4 3 3 3
Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:I-F'{\:I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:[;\:I/PO 5 5 5 5 5
Perempu D4 /5s1 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Perempu D1/D2/ | ASN/TNI/PO
an D3 LRI 3 3 3 & 3
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 4 4 4 4 4
an LRI
Laki - Laki D4/S1 ASN/I:L’\:I/PO 5 5 5 5 5
Perempu $2/53 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Laki - Laki D4/S1 ASN/:F'{\:I/PO 5 5 5 5 5
. .| D1/D2/ | ASN/TNI/PO
Laki - Laki D3 LRI 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /s1 ASN/:F'{\:I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki < SMA./ ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
Sederajat LRI
Perempu D4 /s1 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Perempu | D1/D2/ | ASN/TNI/PO
an D3 LRI 4 4 4 4 4
Perempu $2/53 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Laki - Laki D4 /S1 ASN/LI'F:\:I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/IE\:VPO 5 5 5 5 5
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Laki - Laki D4/S1 ASN/J'_",\:VPO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:I-F'{\:I/PO 5 5 5 5 5




LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Jenis Pendidik Pekerjaan Tidak ada Tidak ada Tidak ada imbalan Tidak Tidak
Kelamin an diskrimin pelayanan diluar  uang/barang/fasili ELE] ELE]
asi prosedur/kecuran tas pungut pencalo
[ EVERED] gan an liar an
(pungli)
Laki - Laki S2/S3 ASN/I:I-F:\:I/PO 5 5 5 5 5
. .| D1/D2/ | ASN/TNI/PO
Laki - Laki D3 LRI 5 5 5 5 5
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:I-'::I/PO 4 4 4 4 4
Laki - Laki D4/s1 ASN/E::I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/E-F:\:I/PO 5 5 5 5 5
Perempu | D1/D2/ | ASN/TNI/PO
an D3 LRI > P % ; >
Perempu D4 /5s1 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Laki - Laki D4/s1 ASN/II;\:I/PO 5 5 5 5 5
. .| b1/D2/ | ASN/TNI/PO
Laki - Laki D3 LRI 5 5 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/I:L’\:I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/II::I/PO 5 5 5 5 5
Perempu D1/D2/ | ASN/TNI/PO
an D3 LRI > g 1 8 >
Perempu | D1/D2/ | ASN/TNI/PO
an D3 LRI > > > > >
: 3 <SMA/ ASN/TNI/PO
Laki - Laki Sederajat LRI 5 4 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/E;\:I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /s1 ASN/II::I/PO 5 5 5 5 5
Per::’p” $2/53 PPNPN 5 5 5 5 5
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Laki - Laki D4 /S1 ASN/E::I/PO 5 5 5 5 5
! .| b1/D2/ | ASN/TNI/PO
Laki - Laki D3 LRI 5 5 5 5 5
. . <SMA / ASN/TNI/PO
Laki - Laki S LRI 5 5 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/II::I/PO 4 4 4 4 4
Perempu < SMA./ ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an Sederajat LRI
Laki- Laki | < SMA/ | ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
Sederajat LRI
Laki - Laki D4 /S1 ASN/LI'F:\:I/PO 5 5 5 5 5




LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Jenis Pendidik Pekerjaan Tidak ada Tidak ada Tidak ada imbalan Tidak Tidak
Kelamin an diskrimin pelayanan diluar  uang/barang/fasili ELE] ELE]
asi prosedur/kecuran tas pungut pencalo
[ EVERED] gan an liar an
(pungli)

Perempu 52/53 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI

Perempu | D1/D2/ | ASN/TNI/PO
an D3 LRI > > > > >

Laki - Laki D4 /s1 ASN/LI'F:\:I/PO 5 5 5 5 5

Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:I-'::I/PO 5 5 5 5 5

Perempu $2/53 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI

Laki - Laki S2/S3 ASN/I:I-F:\:I/PO 5 5 5 5 5

Laki - Laki 5 SMA./ ASNATNLED 5 5 5 5 5

Sederajat LRI

Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:FF:\:I/PO 5 5 5 5 5

Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI

Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:FF:\:I/PO 5 5 5 5 5

Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 4 4 5 5 5
an LRI

Laki - Laki D4 /S1 ASN/II::I/PO 5 5 5 5 5

Laki - Laki D4 /S1 ASN/JFZ\:I/PO 5 5 5 5 5

Perempu $2/53 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI

Perempu 52/53 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI

Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI

Perempu 52/53 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI

Perempu < SMA./ ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an Sederajat LRI

Laki - Laki S2/S3 ASN/I:I-'::VPO 5 5 5 5 5

Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI

Laki - Laki D4 /s1 ASN/IE\:VPO 5 5 5 5 5
. .| D1/D2/ | ASN/TNI/PO

Laki - Laki D3 LRI 5 5 5 5 5

Laki - Laki D4/S1 ASN/J'::VPO 5 5 5 5 5

Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:I-F'{\:I/PO 5 5 5 5 5
. .| b1/D2/ | ASN/TNI/PO

Laki - Laki D3 LRI 5 5 5 5 5]




LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Jenis Pendidik Pekerjaan Tidak ada Tidak ada Tidak ada imbalan Tidak Tidak
Kelamin an diskrimin pelayanan diluar  uang/barang/fasili ELE] ELE]
asi prosedur/kecuran tas pungut pencalo
[ EVERED] gan an liar an
(pungli)
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Laki - Laki D4 /s1 ASN/LI'F:\:I/PO 5 5 5 5 5
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Laki - Laki S2/S3 ASN/LI'F:\:I/PO 5 5 5 5 5
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Laki - Laki S2/S3 ASN/I:I-;\:I/PO 5 5 5 5 5
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
| .| D1/D2/ | ASN/TNI/PO
Laki - Laki D3 LRI 5 5 5 5 5
Perempu D1/D2/ | ASN/TNI/PO
an D3 LRI > > > > >
Laki - Laki D4 /S1 ASN/IE\:I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/II::I/PO 5 5 5 5 5
Perempu D1/D2/ | ASN/TNI/PO
an D3 LRI 2 P 1 2 2
Perempu D1/D2/ | ASN/TNI/PO
an D3 LRI 4 4 4 4 4
Perempu | D1/D2/ | ASN/TNI/PO
an D3 LRI 2 g 3 > >
Laki - Laki D4 /S1 ASN/E::I/PO 5 5 5 5 5
A 4 <SMA/ ASN/TNI/PO
Laki - Laki Sederajat LRI 5 5 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/I:I-F'{\:I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/II::I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:I-F'{\:I/PO 5 5 5 5 5
LakiLaki| [ SSWMA/Z |CASNATNYPO 5 5 5 5 5
Sederajat LRI
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Laki - Laki D4/S1 ASN/IE\:VPO 5 5 5 5 5
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
| .| b1/D2/ | ASN/TNI/PO
Laki - Laki D3 LRI 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:I-F'{\:I/PO 5 5 5 5 5




LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Tidak ada
diskrimin

Tidak ada
pelayanan di luar

Jenis Pendidik Tidak ada imbalan Tidak Tidak

Kelamin an

Pekerjaan

uang/barang/fasili ada ada

asi prosedur/kecuran tas pungut pencalo
[ EVERED] gan an liar an
(pungli)
Laki - Laki D4 /s1 ASN/I:I-F;\:I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/E::VPO 5 5 5 5 5
Perempu $2/53 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Laki - Laki S2/S3 ASN/I:I-'::I/PO 5 5 5 5 5
. .| D1/D2/ | ASN/TNI/PO
Laki - Laki D3 LRI 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/I:I-F'{\:I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /s1 ASN/E::I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/I:FF:\:I/PO 5 5 5 5 5
Perempu D4 /51 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
. .| b1/D2/ | ASN/TNI/PO
Laki - Laki D3 LRI 5 5 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/I:L’\:I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/II::I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/l:FFi\:I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/E::VPO 5 5 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/EF'{\:I/PO 5 5 5 5 5
Perempu 52/53 ASN/TNI/PO 5 5 5 5 5
an LRI
Laki - Laki D4 /s1 ASN/IE\:I/PO 5 5 5 5 5
Laki - Laki < SMA./ ASIRIHE 5 5 5 5 5
Sederajat LRI
Rata-rata 159 4,90 4,91 4,91 4,91 4,91
Nilai Rata-Rata Tertimbang 0,9799 0,9811 0,9824 0,9824 0,9824
Nilai IPAK Skala 5 4,91
Nilai SKM Konversi 100 98,16

Kepuasan Indeks
Pendidikan Pekerjaan Sarprasus Secara . .
Inklusivitas
Umum

Laki - Laki D4 /S1 TNI/POLRI 4 4 4
Laki - Laki D4/S1 ASN 5 5 5
Perempuan S2/S3 ASN 5 5 5
Laki - Laki D1/D2/D3 ASN 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN 5 5 5




LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Jenis Kepuasan Indeks
Kelamin Pendidikan Pekerjaan Sarprasus Secara Inklusivitas
Laki - Laki D4/S1 ASN 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN 4 5 4
Perempuan S2/S3 ASN 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN 5 5 5
Laki - Laki S<ed52/|r:}a/t ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S<ed52/rlaAje{t ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S<ed52/II'aAje{t ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S:j:;ltl‘aAjE{t ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 4 4 4
Laki - Laki S<e§2/||’aAja{t ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S<edS'(;/II'aAjz{t ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan S?ejzl-aAja{t ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 4 5
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki 5232/;:}; ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 4 4 4
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 4 5 4
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan S<ejelvll'aAja{t ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 4 4 4




LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Kepuasan Indeks

Inklusivitas

Jenis
Kelamin

Pendidikan Pekerjaan Sarprasus Secara

Laki - Laki D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 4 4 4
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 3 4 3
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki ;ejz/'r:, : . ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 4 4 4
Perempuan S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 4 5 4
Perempuan D4 /51 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D1/D2/D3 | ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 4 4 4
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 4 5 4
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 4 5 4
Laki - Laki SZjZaAj:t ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 4 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan S2/S3 PPNPN 5 5 5
Perempuan D4 /51 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 4 5 4
Laki - Laki S<e§2/II'aAj:t ASN/TNI/POLRI 4 4 4
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 4 4 4




LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Jenis Kepuasan Indeks
Kelamin Pendidikan Pekerjaan Sarprasus Secara Inklusivitas
Perempuan SijﬂraAj:t ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki SZngjgt ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki SzjzcaAj;t ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 4 5 4
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 4 4 4
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan s:jzﬂr:\j g | ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 4 4 4
Perempuan D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
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Kepuasan

Ktjeleanr::in Pendidikan Pekerjaan Sarprasus Sec::ra Inliruds?\ll(iias

Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S:j,(;/ll'aAja/t ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5

Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5

Laki - Laki S:j'(;/ll'aAja/t ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 4 5 4
Perempuan S2/S3 ASN/TNI/POLRI 4 5 4
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 4 5 4
Laki - Laki D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D1/D2/D3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 4 4 4
Laki - Laki D4 /S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Perempuan S2/S3 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki D4/S1 ASN/TNI/POLRI 5 5 5
Laki - Laki S<e§2/II'aAja/t ASN/TNI/POLRI 5 5 5

Rata-rata 159 4,85 4,91 4,85
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3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEREENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEREENDAHARAAN PROVIN 51
KALIMANTAN SELATAN

JALAM MATIEN DL FANIAITAM MO, 34, BANJAAMASIN TO1 14, TRLEFOHN (2311 23343324, FAKSIMILE (D81 1) 23534824

TUREL kmrewd T LAK AN weaw giph s ankeu go. i eanw i el
MNomar o S5-I SWPB. 1972028 25 Juni 2025
Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil DJPb Provinsi

Kalimantan Selatan Triwulan || 2025

Wth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan
Selatan

Sehubungan dengan pelayanan yang telah diberian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. HKanwil Ditien Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa meningkatian
kualitas pelayanan kepada =fakeholder melalui pemanfaatan teknologi informasi agar
pelayanan lebih efektif dan efisien, percepatan penyelesaian revisi DIPA (Lakas-si), sera
menyediakan akses yang seluas-luasnya baik luring maupun darng dalam memberkan
layanan konsultasi, bimtek, monev, dan pengaduan.

2. Dalam rangka upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, akan dilaksanakan Survei
Kepuasan Pengguna Layanan Penode Triwulan 11 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025
di Lingkup Ditpen Perbendaharaan, termasuk pada Kanwil DJPE Kalimantan Selatan.

3. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara dapat menugaskan pejabat/pegawai
penerima layanan Permohonan Pengesahan Rewisi DIPA, Permmohonan Persetujuan
Penetapan MP PMBP Tidak Terpusat, serta Permohonan Persetujuan Pemberian UP dengan
mengisi survei melalui tautan: s.kemenkeu.go.id!/SKPLOJPBKalse2 atau melalui @R Code
sebhagaimana terdampir.

4. Data identitas Bapak/lbu yang mengisi survei akan dijamin kerahasiaannya dan hanya untuk
keperiuan survei semata.

Dapat kami sampaikan pula sebagai Unit berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Dan
Korupsi (ZI-'WBK), Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
berkomitmen uniuk terus menjaga integritas seria terus meningkatkan kwalitas kinerja dan
pelayanan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Selatan

Catur Ariyanto Widodo
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. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDOMNESIA
‘~; DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEL AN MAYIEN D 1. PARLATAN N0, 34, BAMMAMAS T0114; TELERONM (0511) 5354304, FAKEIMILE (0511)

SUREL arwil o LAMAN wrwewd b hasse o g ol Wil iudeel
MNomar : UND-187AWPB.19/2025 22 Juli 2025
Sifal : Segera
Lampiran : Galu Berkas
Hal :  Umndangan High Level Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Fornum

Konsullasi Publik Tahun 2025

¥th. Para Pimpinan Salker ingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan (lerampir)

Pelaksanaan APBM Semesier | Tahun 2025 menunjukkan capaian yang solid di tangah
dinamika akonomi global yang masih panuh tantangan. Kinarja ini menjadi pijakan penting uniuk
ferus menjaga momentum positif hingga akhir ahun, dengan tetap memperhatikan prinsip
kehati-hatian dan penguatan kualitas belanja negara.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut dan memaslikan pelaksanaan anggaran
berjalan samakin efisien, efeklif, akuntabel, serta meningkatkan layanan Kanwil DJPb Kalimantan
Selatan, kami mengundang Saudara untuk hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

haritanggal :  Rabu/30 Juli 2025

pukul : D830 WITA 5.d. selesai

tempatimedia : Aula Politeknik Megeri Banjarmasin, JI. Brig Jend. Hasan Basri, Pangaran,
Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124

agenda :  Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Digifal Treaswy, dan Forum Konsultasi
Publik Tahun 2025

Mengingal pentingnya acara dan keterbatasan tempal, dimohon kehadiran Saudara uniuk
tidak diwakilkan dan maksimal pendamping 1 (satu) orang. Konfirmasi kehadiran agar dilakukan
dengan mengisi tautan bifps: (it lKonfirmasikehadiranHL 2025

Dapat kami sampaikan pula sebagai Unit berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Dari
Korupsi (ZIM'WBK), Kanwil Direklorat Jenderal Perbeandaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
berkomitmen untuk terus menjaga infegritas serla terus meningkatkan kualitas kinerja dan
pelayanan.

Demikian disampaikan, alas parhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direkiorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Catur Ariyanto Widodo
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDOMESIA
™ DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SRR MAYJEN D1, PANLAITAN M. 34, EAMMAMASIN T0114; TELEROM (0511) 364304, FAKEIMILE (0511)

BUREL sl g i, ILARLAN wrwew ol b i (0 vl i el
MNomor 1 UND-168AWPB. 132025 22 Juli 2025
Sifal : Begera
Lampiran Do-
Hal :  Undangan High Level Meefing Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Forum

Konsullasi Publik Tahun 2025

Yth. Kepala Perwakilan Ombudsman Rl Provinsi Kalimanian Selatan

Pelaksanaan APBM Semester | Tahun 2025 menunjukkan capaian yang solid di tengah
dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan. Kinerja ini menjadi pijakan penting unfuk
ferus menjaga momentum positif hingga akhir tahun, dengan tetap memperhatikan prinsip
kehati-hatian dan penguatan kualitas belanja negara.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut dan memaslikan pelaksanaan anggaran
berjalan semakin efisien, efeklif, akuntabel, serta meningkatkan layanan Kanwil DJPb Kalimantan
Selatan, kami mengundang Saudara untuk hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

hariflanggal : Rabw30 Juli 2025

pukul : D8.30 WITA 5.d. salasai

fempatimedia : Aula Politeknik Megeri Banjarmasin, Jl. Brg Jend. Hasan Basri, Pangeran,
Kac. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124

agenda : Ewaluasi Pelaksanaan Anggaran, Digital Treasury, dan Forum Konsullasi
Publik Tahun 2025

Mengingal penlingnya acara dan keterbatasan tempal, dimohon kehadiran Saudara uniuk
tidak diwakilkan dan maksimal pandamping 1 (sabu) orang. Konfirmasi kehadiran agar dilakukan
dengan mengisi tautan bifps (it lvKonfirmasiKehadiranHL M2025.

Dapat kami sampaikan pula sebagai Unit berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Dari
Korupsi (ZIFWBK), Kanwil Direklorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
berkomitmen untuk terus menjaga infegritas serla terus meningkatkan kualitas kinerja dan
pelayanan.

Demikian disampaikan, alas parhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direkiorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Sealatan

R

Catur Ariyanto Widodo
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Sl AR MAYIEN DU, PARIAITAM k0. 34, BANIARMASM T0114; TELEPOM §0E511) X354204. FAKEIMILE (0511)
EAC4ENS

BUREL vl fon i, LANIAN wowew el boassa by genl il kil

Nomuor : UND-169/WPB. 192025 22 Juli 2025
Sifal : Sagera

Lampiran —

Hal : Undangan MHigh Level Meafing Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Forum

Konsullasi Publik Tahun 2025

¥th. Lurah Antasan Besar

Pelaksanaan APBMN Semesfter | Tahun 2025 menunjukkan capaian yang solid di tengah
dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan. Kinerja ini menjadi pijakan penting wniuk
terus menjaga momentum positif hingga akhir lahun, dengan telap memperhatikan prinsip
kehati-hatian dan panguatan kualitas belanja negara.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut dan memastikan pelaksanaan anggaran
berjalan semakin afisien, efeklif, akuntabel, serta maningkatkan layanan Kanwil DJPb Kalimantan
Selatan, kami mengundang Saudara untuk hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

hariflanggal : Rabw30 Juli 2025

pukul ;D830 WITA 5.4. selesai

tempat/media : Awula Politeknik Megeri Banjarmasin, JI. Brig Jend. Hasan Basri, Pangearan,
Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Salatan 70124

agenda . Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Digifal Treasury, dan Forum Konsullasi
Publik Tahun 2025

Mengingal pentingnya acara dan ketaerbatasan lempat, dimohon kehadiran Saudara uniuk
tidak diwakilkan dan maksimal pendamping 1 (satu) orang. Konfirmasi kehadiran agar dilakukan
dengan mangisi tautan bifpe Vbt lvKonfirmasiKehadiranHLMI025.

Dapat kami sampaikan pula sebagai Unit berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Dari
Korupsi (ZIF'WBK), Kanwil Direklorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selalan
berkomitmen untuk terus menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas kinerja dan
pelayanan.

Demikian disampaikan, alas parhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direkiorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Salatan

= =]

Catur Ariyanto Widodo
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEREENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVIMSI KALIMANTAN SELATAN

JALAN WAYIEN O.1. PANJAITAN WO, 24, BARIARMASIN TOVIS, TRLEFOMN [D811) Z3 34334, FAKSIMILE m211])
IB43T4;
SUREL kmread go-id; LAMAN waw £ ph kemrensu go iianmil o ized

LAPORAN FORUM KOMSULTASI PUBLIK TAHUM 2025
NOMOR LAP-2ANPE. 18172025

A, Pendahuluan

1.

Latar Belakang

Dalarm rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan
berintegritas serta berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2008 tentang
Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Momor 88 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan undangUndang Momor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik dimana
penyelenggara pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam proses
penyelenggaraan standarisasi Pelayanan publik yang merupakan upaya membangun
sistern penyelenggaraan publik yang adil, transparan, akuntabed, dan berintegritas.
kegiatan ini merupakan diskusi publik dengan melibatkan perwakilan-penwakilan
masyarakat, satker, ormas, akademisi, dan UMKM untuk berdiskusi bersama terkait
standar pelayanan Hantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
kalimantan Selatan.

Selain itu, kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKFP) ini dilaksanakan sesuai dengan Mota
Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharzan Momor ND-1088/PB.1/2025
tanggal 18 Maret 2025 hal Pelaksanaan Forum Honsultasi Publik pada Unit Kerja di
Lingbungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025.

Mabksud dan Tujuan

Kegiatan ini berfujuan wntuk dapat berdialeg dan berdiskusi menampung dan
menindaklanjuti aspirasi, kritik, saran, dan pendapat terhadap Standar Pelayanan Publik
Fantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan guna
memastikan pelayanan yang diberikan relevan dan periu dilanjutkan maupun untulk
dilakukan perubahan terhadap Standar Pelayanan tersebut.

Ruang Lingkup

kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Halmantan Selatan

memilild wisi yaitu "Menjadi Pengelola Perbendaharaan Megara yang Profesional,

Modemn, Adaplif. Tepercaya dan Berorientasi pada Pelayanan Prima unmtuk Mendukung

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka Mencapai Visi Kementerian

Keuangan® dan misi yaitu sebagai beribut.

1} Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efekiif, berkualitas, terarah,
transparan, akuntabel, dan berdampak;

2} Mewujudkan pengedolaan kas negara yang modem, kredibel, dan berkelanjutan;

3} Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan kewangan
pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel;

4} Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang
strategis, inklusif, dan berkelanjutan;

5} Mewujudkan tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabed, dan berdampak;

§) Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, serta sistemn teknologi informasi
perbendaharaan yang digital, adaptif, dan terintegrasi.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
1 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

JALAM MAYJEN DL PANJAITAM NC. 24, BANJARMASIN 70114, TELEPOH |05611) 33542248, FAKEIMILE [0511) 3354834,
SUREL karwilbanj armasi nglinerbendaharaan. goid; LAMAN wwey. djobemionkeis. goidkorwilaisal

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK LAY ANAN
PEMEERITAHUAM INFORMASI LAY ANAN PUBLIK
Momor: BA-25MIPE. 1972025

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah
dilaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan tema “Sinergi untuk Efekiivitas Pelaksanaan Anggaran:
Menuju Tata Kelola Figkal yang Efisien dan Berkelanjutan® beriempat pada Aula Paoliteknik Megen
Banjanmasin, Jalan Brigadir Jenderal Hasan Basri, Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
Banjammasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70124, Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama
menyatakan sebagai berikut

no sersiasi Masaiah Usulan Rekemendasi Target Wakiu pic
1 Perbaikan Penyelesaian
Rencana aksi dan |Triwulan Il Tahun 2025 Bidang PPA |
tindak lanjut dar

usulan tersebut adalah

1. a. Koordinasi yang
dilakukan antara

pihak Poliban dan
koordinasi akan terus

Kanwil DJPE
Provinsi dllakacan anl_ala_
Kalimantan Kamwil DJPb Provinsi

Salatan zangat HKalimantan  Selatan

lancar dan zangat dengan para
baik sekali. stakeholders guna
mewujudkan
b. Prosedur pengelolaan dan
Maksimum

pelaksanaan anggaran
yang efeklif dan

efigien. Saram dan

Pencairan PNEP
sangal cepat dan

mudah. Witk dari  satker
c. Konsultasi dan | ditampung secara
diskusi perlu terus | tertulis, dianalisis, dan
dilakukan. dijadikan dasar uniuk

perbaikan layanan.
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| Rencana aksi dan |Triwulan Il Tahun 2025 Bagian Umum
findak lanjut  dari
usulan tersebut adalah
Standar Pelayanan

2. a. Memberikan
apreasiasi
terhadap layanan

yang diberikan oleh ]
Kantor  Wilayah sudah  dilaksanakan
Direkiorat Jenderal =~ 9engan baik dengan
Perbendaharaan komitmen kompensasi
Provinsi 'a.?’a“a“ y'ang!
Kalimantan dijalankan sesuai
Selatan. dengan peraturan dan
ketentuan yang

b. Perlu dicantumkan | padaku Selurah
kompensasi terkait layanan kepada
pelayanan  pada | govenciders akan
maklumat diperbaharui  sesuai

pelayanan. dengan arahan dari

c. Layanan konsultasi | kantor pusat
perlu
dipublikazikan
dalam website
resmi Kantor
Wilayah Direkiorat
Jenderal
Perbendaharaan
Provinzi
Kalimantan
Selatan.

d. Pengaduan
dikelola olzh orang
tersendiri,
pelaporannya agar
dipublikazikan
pada media
layanan informasi
publik.

Fencana aksi dan |Trwulan 1l Tahun 2025 Bidang PPA |
findak lanjut dari

3. a. Janji layanan dar
Kanwil DJPB
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Provinsi  Kalsel | usulan fersebut adalah
sudah terbukti | monitoring
bukan lagi janii. pemantauan anggaran
b. Terkait masukan, pada kesempatan
pemantauan jr..ang. akan datang
anggaran agar divwujudkan df:ng!an
dapat  dilakukan | Meiode  moniloring
secara berkala dan berkala bulanan,
kontinyu. triwulanan,
semesteran dan
c. Peran TVRI dapal | yop000  Selain itu,
dioptimalkan sinergi anfar
sebagal  media | oampanaan  antara
informatif  ferkait Kanwil DJPb Provinsi
keuangan negara | aimantan  Selatan
oleh bak oleh dengan TVRI sebagai
Kanwil DIFD | media massa  telah
Kalimantan diwujudkan  untuk
Selatan  maupun proses reformasi
instansi birckrasi yang lebih
pemerinah baik serta memberikan
lainnya. fransparansi
keterbukaan informasi
publik.
4 2 Mekanisme revisi Rencana aksi dan |Triwulan Il Tahun 2025 Bidang PPA |
findak  lanjut  dari
anggaran felah
berjalan  dengan usulan tersebut adalah
baik. seluruh kegiatan
layanan vyang telah
b. Proses VISl | peralan  baik  akan
anggaran dilaksanakan secara
dilakukan oleh rutin  periodik  guna
Kanwil DIPE | menjaga sinergi antara
Provinsi Kalsel pemberi layanan dan
dengan  meiode pemangku
jemput bola secara kepentingan. Serta
responsif W3 | anabila terdapat
terdapat hambatan
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yang dialami oleh |

satuan kerja.

oleh
DJPBE

Pelayanan
Kanwil
Provinsi
Kalimantan
Selatan
sangat baik
bahkan layanan
konsultazi  terkait
penyelesaian
laporan keuangan
tetap diberikan

meskipun di luar

sudah

»

Jjam kerja.

Sinergi antara
BPS dan Kanwil
DJPD terkait
Kajian Fiscal
Regional (KFR)
dapat memberikan
output berupa dala
statistik keuangan,
memperkuat
hubungan  antar
kelembagaan,
knowledge

sharing.

Cutput data atas
sinengi yang
terjalin sejalan
Peraturan

Presiden (Perpres)
Momor 39 Tahun
2019 tentang Satu

Data Indonesia.

inovasi layanan yang
dapat mendukung
upaya perbaikan
layanan menuju ke
arah yang semakin
baik, maka dapat
segera
diimplementasikan
kepada seluruh  unit
kerja pengguna
layanan Kanwil DJPb
Provinsi  Kalimantan
Selatan.




Dalam rangka
darurat sampah di
wilayah
Banjarmasin,
pihak  Kelurahan
Besar

merniliki

Antasan
telah
sistemn
pengelolaan
zampah  secara
mandiri.
Diharapkan pada

Kantor Wilayah
Direkiorat
Jenderal
Perbendaharaan
Provinsi
Kalimantan
Selatan dapat
mengajak dan
memberikan
himbauan kepada
instansi pada
wilayah kerjanya
agar dapat
mendukung  dan
berkontribusi
dalam hal

‘sedekah sampah’
yang kemudian
akan dijadikan
sebagai bahan
pengelolaan

zampah menjadi
yang
berdaya guna dan
berdaya

barang

jual di

| Rencana
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aksi
findak  lanjut  dari
usulan tersebut adalah
Kanwil DJPb Provinsi

dan

Kalimantan  Selatan
furut serta
memfasilitasi DJP
untuk mengadakan
sosializasi
Tpendampingan
maupun tutorial
melalui media digital
ferhadap pengguna
layanan.

Triveulan 11l Tahun 2023 Bagian Umum




masyarakat.

Penggunaan
aplikasi  Coretax
sebagai  fasilitas
memuat
pelaporan,
pembukuan, dan
adminisirasi
perpajakan.
Sedangkan pada
Sebagian  besar
pengguna aplikasi
dari kalangan
masyarakat
mengalami
kesulitan
hal  operasional
aplikasi tersebut
Mohon sekiranya
disediakan
zemacam fuforial
dan video petunjuk
terkait aplikasi
Caoretax.

dalam

dapat

Di =zamping ifu
masyarakat
memeriukan
dukungan
pemberdayaan
LUIMED.

Terdapat 11
Cabang Bank BRI
tersebar di wilayah
region Kalimantan
Selatan yang siap

bersinergi  dalam

| Rencana
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aksi dan
findak lanjut dari
usulan tersebut adalah
penyediaan  fasilitas
pelatihan dan azistensi

akan diberikan secara

bertahap agar seluruh

Triveulan 1l Tahun 2025

Bidang PPA |




pengelolaan
anggaran.

Seluruh pengguna
aplikasi keuangan
wajib menjaga
keamanan dan

perlindungan data

LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

| satker di  wilayah
Kalimantan  Selatan
sehingga menerapkan
fransaksi berbasis
elekironik secara

optimal dan akuntabel.
Selain iw, pihak

pribadi Sesual perbankan akan
prinsip security melakukan koordinasi
rutin  dengan Kanwil
AWAreness.
DJPE guna
Bank BRI siap | memastikan
membantu kelancaran ftransaksi
bersama  Kanwil anggaran zerta
DJPb  terhadap  memberikan dukungan
Satuan Kefja yang | jeynis vang diperiukan
belum melakukan aleh satker
transaksi
keuangan secara
digital.
Mendukung Rencana aksi dan |Triwualan 1l Tahun 2025 Bidang PPA |
findak  lanjut  dari
secara penuh
) .| usulan tersebut adalah
tranzaksi non funai
(cashless). dilakukan koordinasi
dengan penyedia
Masih ferdapat Digipay agar produk
beberapa yang relevan seperi
permasalahan obat-obatan  dapat
terkait transaksi | copers  gitambahkan
non funai,

diantaranya belum

semua produk
yang dibuluhkan
tersedia di
Digipay, seperti
obat-ocbatan, KKFP
belum bisa
digunakan untuk

ke dalam plaiform.
Selain hal fersebut,
Kamwil DJPb Provinsi

Kalimantan  Selatan
bersama pihak
perbankan akan

menjalin ~ komunikasi
dengan pihak SPBLU
penyediaan

untuk
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pembelian BEM di
beberapa SPEBEU,
permasalahan
pengenaan pajak
uniuk KKP,
transaksi bon funai
dikenakan pajak

| fasilitas KKP pada

beberapa titik lokasi
SPEBU, serta Tim teknis
Kamwil DJPE Provinsi
Kalimantan  Selatan

akan melakukan
evaluasi bersama
Direktorat Jenderal
Pajak unituk

menatapkan skema
yang jelas dan adil
ferkait pengenaan
pajak pada franzaksi
bon funai dan
pembelanjaan dengan

KKP, serta
memberikan
sozializasi kepada

satker.
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Pimpinan unit kerja menerima identifiasi masalah yang terjadi, usulan rekomendasi perbaikan,
jangka wakty tindak lanjut atas rekomendasi dan berkomitmen menindaklanjutirekomendasi perbaikan
tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress
tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja sesual usulan rekomendasi dan jangka walkiy
penyelesaian yang disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya,

Banjarmasin, 30 Juli 2025

No. HP
081349648815

085647784880

3. Benny Sanjaya 087815150789

4 082149000777 Laki-Laki armasin

T Bank Rakyat
5. Fﬂhﬁb Ridwan | 085649006561 Laki-Laki Indonesia )
Kal
Antasan .
% Far,SKM s e e | ‘&/

Kepala Bagian Umum, Pimpinan Unit Kerja,

~

Teddy Catur Ariyanto Widodo
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Sarpras

Pengaturan dan
penataan parkir
kendaraan pegawai
dan pengguna
layanan

5. Monitoring Tindak Lanjut Hasil SKM

Jangka Pendek
(Tahun berjalan)

T™W | TW | TW | TW

Il 1} v

Jangka
Menengah
(12s.d 24

bulan)

Jangka
Panjang
24
bulan)

Bagian
Umum

sudah
selesai

Prosedur

Penyediaan dan
pengaturan saluran
konsultasi melalui
media telepon atau
WA serta sosialisasi
contact center Hai-
CSO, Hai-DJPb, dan
Hai-Call

Bidang PPA |
dan Bidang
SKKI

sudah
selesai

Pengaduan

Melakukan
monitoring dan
evaluasi terhadap
saran dan masukan
dan memberikan
informasi teraktual
pada grup satuan
kerja.

Bidang SKKI

sudah
selesai

update
informasi
pengaduan
disampaikan
pada
website
kantor

Produk

Pemberdayaan
UMKM dengan
mendorong inovasi
dan diversifikasi
produk, serta adopsi
teknologi dalam
pemasaran

Bidang PPA
I

sudah
selesai

Sarpras

Himbauan berupa
pengelolaan
sampah plastik dan
botol bekas yang
ditujukan kepada
stakeholder.

Bagian
Umum

sudah
selesai

Jangka waktu

Merumuskan
kompensasi layanan
yang dapat
diberikan secara
lisan maupun
tertulis, dan
penyelesaian serta
tindak lanjut layanan
yang lebih cepat dari
norma waktu
normal.

Bidang PPA |

sudah
selesai
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Prosedur

Publikasi tata cara
atau prosedur terkait
dengan mekanisme
pengajuan
konsultasi baik
secara offline
maupun online yang
dapat
disebarluaskan dan
diakses oleh
stakeholder melalui
media sosial dan
website resmi

Jangka Pendek
(Tahun berjalan)

TW
1

T™W
1}

TW
\%

Jangka
Menengah
(12s.d 24

bulan)

Jangka
Panjang
24
bulan)

Bidang PPA |

sudah
selesai

sudah
dilakukan
publikasi di
media sosial
kantor

Prosedur

Sosialisasi
/pendampingan
terhadap pengguna
layanan Aplikasi
Coretax melalui
kolaborasi dan
sinergi dengan
instansi perpajakan

Bidang PPA |
dan Kanwil
DJP
Kalselteng

sudah
selesai

Sarpras dan e-
Service

Melakukan
koordinasi dan
sosialisasi dengan
stakeholders terkait
Security awareness

Bidang SKKI

sudah
selesai

akhir Juli
pada saat
HLM di
Poliban

10

Produk

Membuat
analisa/kajian terkait
dengan potensi
PNBP sebagai
bahan pertimbangan
serta dukungan
teknis untuk
memaksimalkan
potensi PNBP
tersebut.

Bidang PPA
I

sudah
selesai

PPA |

11

Produk

Optimalisasi metode
cashless
Memberikan
pemahaman
terhadap vendor
sebagai persiapan
pembayaran
cashless

Bidang PPA |

sudah
selesai

Umum

12

Sarpras

Penyediaan
peralatan TIK dan
akses internet pada
ruang layanan

Bagian
Umum

sudah
selesai

13

Kompetensi

Peningkatan
kompetensi pegawai
yang baru
ditempatkan pada
ruang layanan
melalui mentoring
dan transfer
knowledge

Bidang PPA |

sudah
selesai
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Jangka Pendek Jangka Jangka
(Tahun berjalan) Menengah | Panjang
(12s.d 24 (>24
bulan) bulan)
T™W | TW | TW | TW
| Il 1} \Y
Prosedur Penguijian N N Bidang SKKI | Dalam
keandalan dan proses
aksesibilitas aplikasi
pendukung layanan
dan koordinasi
dengan Dit. SITP
15 | Sarpras Rehabilitasi Toilet N B Bagian Dalam
pada ruang layanan Umum proses
16 | Kompetensi Evaluasi dan S N Bidang SKKI | Dalam
peningkatan proses
kompetensi serta
standar petugas
layanan
17 | Prosedur Forum diskusi N B Bidang SKKI | Dalam
kebijakan, peraturan Bidang PPA | | proses

dan proses bisnis
dengan pengguana
layanan dan
pemangku
kepentingan
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